NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. da.

1.

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4
Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2022, Maka Perlu Menyusun Peraturan Wali Nagari
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kecuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
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11.

12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi  Ancaman yang  Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah
KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
2989);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

21.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1633);
22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
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Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau
Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

23.Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 82 Tahun
2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa

24. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
128 /PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana
Desa;

25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
2 Tahun 2016 tentang Nagari;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali
Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan
Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2022;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun
2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari
Tahun Anggaran 2022;

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun
2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022;

31. Surat Bupati Pesisir Selatan Tanggal 26 September
2022 Nomor 140/611/ DPMDPPKB-PS/ 2022 Perihal
Penggunaan Dana Desa Pada Perubahan APBNag TA
2022;

32. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 3
Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024
(Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2022
Nomor 3);

33. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 06
Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Nagari (RKP Nagari) Tahun 2022;
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Dan
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BALAI SINAYAN
LUMPO TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari Rp. 1.125.293.520,00
2. Belanja Nagari Rp. 1.128.577.569,27
Surplus/Defisit Rp. (3.284.049,27)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 53.284.049,27

b. Pengeluaraan pembiayaan Rp. 50.000.000,00

Surplus/Defisit Rp. 3.284.049,27

Sisa Lebih Anggaran Rp. 0
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
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Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal : I Oktober 2022

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
pada tanggal : @i Oktober 2022
SEKRETARIS NAGARI

BALAI SINAYAN LUMRD

- |

e~
GIHAN BAKTI WIJAYA
LEMBARAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2022 NOMOR 4
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Noror 4

Tahur 2022
PERUBAMAM ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELANJA DESA
FPEMERINTAM NAGART BALAI SINAYAN LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2022
KOOE REX AN meo sl ol BERTANRA SUMBERDANA
58 MULA MENJADI { BERKURANG )
1 2 1 4 [ 6 7

L PENDAPATAMN
43 Pendapatan Tranefer 112440382500 1134 49252000 0,00
421 DaralNosa 632 173 D00 00 e VR0 0 0.00
422 Bag: Mamd Paedr ctan Haete it eea2 22000 1868222000 0.00
4373 Ajzwasi Daca Dosn 437 523 3000 &3T 63320000 0.00
a3 Pendagatan Lalndsin B30 000 00 030 000,00 0,00
4318 Nu~ga Rane 8O0 002 (0 B30 000 00 000
JUNMLAM PENDAPATAM 1M 0M 11782391 42000 0,00

2 BELAMJA
L RIDANG PENYELENGOARAN PEMEREMTAMAN DESA 485500000 27 ataneselr 450.000.00]
11 Panyelanggaran Delanjs Bitap, Tumjangen an Opmrasions! Permerietatan 476279940 $11.3TR04G.00 (2.550.000.00)
Donn (Makabmal 30% untuk kegls
1101 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tuyerges Kepels Dets 51 600 000,00 51 800 000,00 0.00
1101 | 8y Detarsa Pegrwa %1 600 000 CO £1 600 000 00 0.00
1102 Penyediaan Penghasian Tetap dan Tumpengan Persngist Dera 281 0w oo o JT4878 000,00 (7.125.000.00)
R84 KX De'args Pogmam <12 0O 0 00 ST4 AT O0G 00 {7 125 000 00)
101 Ponywdiasn Jaminan Sosial bag Kepais Dess den Pecampbat Dess 41800 4.178.738.00 0,00
1103 | 51 Belarga Megmam A4'Te M0 4178 734 00 o.00
1104 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (AT, MHoooe PEPRD dan PPRD. ) 12 048 000 00 20 310 000,00 #8285 000,00
i ioe las Batarys Barang don Jase 12048 000 00 29 310 000 00 8 265 000 00
1108 Peanpecoann Tunangsn 870 8 100 000 t0 84 774 000,00 (11.625 000,00)
_ 1352022 1008 00 Halaman 1

Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner

KODE REK URAIAN ANGAA AN (BT EBERGAMBAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI { BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7

1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 68.700.000.00 56 71500000 {11 525.000,00)
1.1.06 Penyediaan Operasional BFD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perl 8.305.200,00 5.540.200,00 1.235.000,00

1108 | 51. Belanja Pegawali 2.400.000,00 2 400.000,00 0.00

1.1.06 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.905200,00 7 140,200,600 1.235.000,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 23.341.816,60 31.008.482.27 7.655 68557

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6.000.000,00 5.1060.000,00 (500.060,00)

1201 | 53 Belanja Modal 6.000.000,00 5.100.000,C0 {200 000,00}

1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.650.000,00 3.216.000,60 1.555.000,00

1.202 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650 000,00 3.216.000.00 1.556.000.00

1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dj| 15.691.816,60 22.692.432,27 7.000.625,67

1203 | 53. Beianja Mocal 15.691.816,60 2269248227 7.000.88557

1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan §,534,000,00 8.276.837,00 1.742.837.00

1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 6.534.000,00 6.534.000,00 0.00

1302 |52 Beianja Barang dan Jasa 6.534.000,00 6.534.000.C0 0.80

1.3.05 Pemetsan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 0,00 1.742.837,00 1.742.337,00

1.305 | 52. Belznja Barang dan Jasa 0,00 1.742.837.00 1.742.837.00

1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 28,153.902,67 27.844.400,00 (309.502.57)

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes {Re 7.187.400,00 7.187.400,00 0,00

1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.187.400,00 7.187.400,00 0.00
14.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli) 3.271.500,00 4.321.500,00 1.050.000,00

1.403 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.271.500,00 4.321.500.00 1.050.000,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ ( 13.235.500,00 13.235.500,00 0,00

1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.235.500,00 13.235.500,00 0.00

14.05 Pengelolaan Administrasl/ Inventarisasi/Penilalan Aset Desa 842.837,00 0,00 (842.837,00)

1.405 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 842.837.00 0,00 (842 B37.00)
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KODE REK URAIAN ANGEARANIRE) BERTAMBAH) SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 8 7
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 3,616.665,67 3.100.000,00 (516.665,67)
1.4.08 | 5.3. Belanja Modal 3.616.665.67 3 100.000,00 {516.685,67)
1.5 Sub Bidang Pertanahan 1.731.000,00 1.731.000,00 0.00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBEB) 1.731.000,00 1.731.000,00 0,00
1.5.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.731.000.00 1.731.000,00 0.0
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 137.034.800,00 134.484.800.00 (2.550.000.00)
2.1 Sub Bidang Pendidikan 91.590.000,00 89.040.000,00 (2.550.000,00)
2,1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (} 91.590.000,00 89.040.000,00 (2.550.000,09)

2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 91.580 000,00 89.040.000,00 (2.550.000.00)
2.2 Sub Bidang Kesehatan 42.240.000,00 42.240.000,00 0.00
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00
2201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 14.520.000,00 14.520.000,00 0.00
22,02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 25.320.000,00 25.320.000,00 0.00
2202 | 52 Belznja Barang dan Jasa 25.320.000,00 25.320.000,00 0.00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00
25 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.204.800,00 3.204.800,00 0.00
25.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 3.204.800,00 3.204.800,00 0.00
2502 | 52. Belznja Barang dan Jasa 3.204.800,00 3.204.800,00 0.00
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 29.873.114,00 32.873.114.00 3.000.000.00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.964.750,00 17.464.750.00 1.500.000,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 15.964.750,00 17.464.750,00 1.500.000,00
3203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.964.750,00 17.464.750,00 1.500.000.00
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5.614.000,00 5.614.000.00 0,00
3.3.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 5.614.000,00 5.614.000,00 0,00
3.3.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.614.000,00 5614.000,00 0.00

0.794.364,00 1.500.000,00
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KODE REK URAIAN ANGGARANIRF) BERTAMBAH/ SUMBERDANA
SEMULA MENJADI { BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7

34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 8.284.364.00
3.4.01 Pembinaan Lembaga Adat 2.500.000,00 2.500.000,00 0.00

3401 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.500 000,00 2.500.000.00 0.00
34.02 Pembinaan LKMD/LPMAPMD 3.000.000,00 2.000.060,00 0,00

3.402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3 000.6C0.00 0.0

3.4.03 Pembinaan PKK 2.794.364,00 4.294.364,00 1.500.060,00

3403 | 52 Be!anja Barang dan Jasa 2794 364,00 4254 35400 1.500.000.00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 147.080.000,00 178.390,000,00 32,330.000.00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 136.060.000,00 168.390.000,00 32.330.000.00

4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 136.060.000,00 168.390.000,00 32.330.000,00

4203 | 52 Be'anja Barang dan Jasa 135.060 000,00 163.390.000,00 27.230.000,00

4203 | 53 Beian;a Modal 0,00 5.000.000,00 5.000.000.00

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 11,000.000,00 11.000.000,00 o.0c

4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 11.000.000,06 11.000.000,00 0,06

4401 | 52 Belania Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

5, IDAN NANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 32 .000.00 295.690.000.00 32.330 00

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 54.420.000,00 22.090.000.00 {32.330.000.00)

5.1.00 Penanggulanan Bencana 54.420.000,00 22.090.000,00 (32.330.000.20)

5.1.00 | 54. Belznja Tidak Terduga 54.420.000,00 22,090.000,00 (32.330.000.00)

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 273.600.000,00 273.600.000,00 0.00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 273.600.000,00 273.600.000,00 0,00

5300 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 273.600.000,00 273 600.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.128.577.569,27 1.128.577.569,27 0,00
SURPLUS [ (DEFISIT) {3.284.049,2T) {3.284.049,27) 0,00
3. PEMBIAYAAN
13102022 100458 rera—
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KODE REK URAIAN ANGGARAN (RF) BERTAMBARN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI { BERKURANG )
1 2 3 4 5 6 7
6.1. Penerimaan Pembiayaan 53.284.049,27 53.284.049,27 0,00
8.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 53.284.049,27 53.284.049,27 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 3.284.049,27 3.284.049,27 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARANM 0,00 0,00 0,00
= ————
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